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Penentuan ketentuan partai politik sebagai peserta 
dalam pemilu (Electotal Threshold), merupakan salah satu 
isu yang sanngat menarik, di satu sisi electoral threshold 
dinilai sebagai konsekuensi logis dan objektif dalam 
menjalankan sistem multi-partai sederhana, bertujuan untuk 
memperkuat basis-basis partai politik, menertibkan jumlah 
partai agar tidak membludak dan mengganggu 
penyelenggaraan negara yang demokratis. Namun di sisi lain, 
pembatasan jumlah partai justru dinilai sebagai pelanggaran 
terhadap konstitusi yang menjamin hak dasar seseorang 
dalam membentuk partai. Berdasarkan latar belakang tersebut 
penyusun ingin mengangkat tema Konfigurasi Politik 
dalam Penentuan Electoral Thresold dalam UU No. 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengetahui perjalanan 
electoral threshold. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kepustakaan (library research), adapun pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan politik dengan menganilisis 
secara kualitatif (content analysis). Untuk objek dari 
penelitian ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan 
bagaimana konfigurasi politik dalam penentuan electoral 
threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017. 
Setelah melakukan penelitian ini penyusun 
menemukan konfigurasi politik dalam penentuan aturan 
electoral threshold bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukannya ambang batas 
partai sebesar 4 persen disetujui oleh Fraksi Partai PDIP, 
GOLKAR, NASDEM, PPP dan HANURA. Setelah 
melakukan kesepakatan dan diskusi sangat panjang antar 
farksi-fraksi partai yang berada di parlemen, maka kemudian 
disepakatilah ambang batas partai sebagai salah satu syarat 
partai politik untuk lolos dan mengikuti pemilu selanjutnya 
 iii 
 
Konsekuensi yang diberikan dengan adanya penetapan 
ambang batas tersebut adalah, setiap partai yang tidak 
dinyatakan lolos parlemen maka, dalam pemilu selanjutnya 
dapat mengikuti pemilu dengan catatan berstatus seperti 
partai baru. Adanya implementasi yang sedemikian 
sebenarnya tidak memberikan efek yang signifikan pada 
partai politik baik yang baru mengikuti kontestasi maupun 
yang sudah lama. Sebab konsekuensi dari aturan ambang 
batas dapat dispensasi pada pemilu selanjutnya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat 
diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan 
sisio-politik yang ideal. Bahkan, mungkin untuk pertama kali 
dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang 
paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik 
dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung 
yang berpengaruh.
1
 Kedudukan yang sentral dari demokrasi 
ini telah meluluhlantakkan teori-teori lainnya mengenai 
tatanan kekuasaan yang baik, yang pernah ditawarkan oleh 
kalangan filsuf, ahli, hukum, dan pakar ilmu politik hingga 
awal milenium ketiga ini. Kepercayaan yang kuat atas 
sempurnanya teori politik demokrasi belum dapat 
tergoyahkan secara filosofis, sosiologis, maupun dalam 
format yuridis ketatanegaraan. Kedudukan sentral ini bahkan 
semakin menguat diiringi dengan konsep-konsep lain di 
belakangnya, seperti human rights, civil sosiety, maupun 
konsep good governance, yang pada akhirnya menegaskan 
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 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta, Penerbit Bumi 




posisi teori demokrasi sebagai konsep terbaik yang pernah 
dicapai oleh pemikiran manusia.
2
 
Demokrasi diyakini sebagai gagasan universal yang 
dapat diterima dalam ragam perspektif. Demokrasi telah 
menjadi obsesi sejumlah masyarakat non-Barat semenjak 
awal abad ke-20. Banyak jajahan Barat di Asia dan Afrika 
yang mulai bergerak untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi 
di dalam masyarakat. Dengan ”senjata” demokrasi yang 
diperoleh melalui pendidikan Barat, para pemuka masyarakat 
wilayah jajahan ingin mengembangkan nilai demokrasi yang 
akan digunakan untuk membebaskan diri dari belenggu 
penjajahan. Di zaman penjajahan Belanda, gejala seperti ini 
di Indonesia populer dengan istilah Kebangkitan Nasional.
3
 
Adapun gambaran semacam ini tidak hanya terjadi di 
Indonesia. Hampir di seluruh belahan dunia, gerakan 
demokratisasi kehidupan politik telah menjadi fenomena 
yang tidak terelakkan dalam mengubah persepsi sejarah 
tentang bagaimana menyelenggarakan kekuasaan secara etis, 
rasional, dan bertanggung jawab. Jelas, bahwa demokrasi 
mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik bagi 
manusia (rakyat), terutama dalam melindungi hak-hak 
individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang lebih 
perkasa, seperti kekuasaan negara dan pemerintah. 
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 Ibid, hlm. 2. 
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Huntington memperlihatkan bagaimana proses yang 
menghapuskan segala bentuk pemerintahan yang tidak 
demokratis ataupun antidemokratis, yang kemudian 




Di Indonesia, penerapan demokrasi dalam arti yang 
sebenarnya paling tidak teridentifikasi telah dilakukan 
beberapa kali, yaitu pemerintahan pertama yang diterapkan 
tepat beberapa saat ketika masa kolonial berakhir pada Orde 
Lama, Orde Baru dan masa reformasi pada tahun 1998 
sampai sekarang. Dalam penjalanan sistem ini, keinginan 
meletakkan negara dalam kekuasaan (kedaulatan) rakyat, 
dinilai berjalan sesuai dengan konsepnya walaupun segudang 
persoalan masih menyelimuti. Persoalan-persoalan ini secara 
umum disebabkan oleh pemahaman terhadap konsep 
demokrasi yang minim sehingga terkesan rakyat dan birokrat 
tidak siap melaksanakan. Efek negatif lain, perdebatan 
seputar demokrasi terkait dengan berbagai elemen penting 
demokrasi kerap mengaburkan tujuan yang ingin dicapai 
demokrasi itu sendiri, yaitu mensejahterakan rakyat. Para 
birokrat dan elit politik terlalu sering berlarut-larut dalam 
perdebatan dan persidangan sementara masyarakat berada 
dalam ketimpangan yang berkepanjangan. Tidak hanya 
                                                 
4
 Robert A. Dahl, Demokrasi Ekonomi, jilid II, Jakarta, Yayasan 
Obor Indonesia, 1992 hlm. 24.  
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berkutat pada dataran implementasi dari konsep demokrasi 
yang sudah ada, namun, antar para elit itu tidak jarang juga 
memperdebatkan konsep demokrasi sendiri, seperti dalam hal 
penyesuaian pelaksanaan elemen-elemen penting demokrasi. 
Di antara elemen terpenting demokrasi yang dimaksud itu 
adalah Pemilihan Umum dan Partai Politik sebagai 
pesertanya. Dua elemen ini dinyatakan sebagai pilar 




Arti penting dari keduanya dapat dilihat dengan 
berbagai macam cara, seperti mendalami fungsi keberadaan 
Parpol dan apa fungsi penyelenggaraan Pemilu. Secara 
umum, fungsi partai politik adalah memberi pemahaman 
politik kepada rakyat serta mendidik dan mempersiapkan 
generasi penerus bangsa sesuai dengan harapan rakyat secara 
keseluruhan. Sementara Pemilu adalah sarana mewujudkan 
aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ditampilkan 
untuk dipilih itu.  
Mereka yang terpilih melalui pemilu kemudian 
diharuskan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, 
tidak bertindak hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi 
atau kelompok saja. Maka, pemilu dan parpol kemudian 
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 A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia 
dan Masyarakat Madani, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The 
Asia Foendation, 2006, hlm. 300. 
5 
 
menjadi elemen mutlak dalam penerapan konsep demokrasi 
modern (kontemporer). Sebab, dengan kedua elemen ini 
demokrasi perwakilan dapat diwujudkan dengan baik.
6
 
Joseph Schumpeter bahkan menempatkan penyelenggaraan 
pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria 
utama bagi sebuah sistem politik untuk dapat disebut sebagai 
sebuah pemerintahan demokratis. Dalam khazanah demokrasi 




Kajian akademis mengenai demokrasi mengenal dua 
kategorisasi pemaknaan besar, yaitu konsepsi minimalis dan 
maksimalis. Demokrasi minimalis atau dalam wacana di 
Indonesia lebih dikenal dengan peristilahan demokrasi 
prosedural dikenakan kepada sistem-sistem politik yang 
melaksanakan perubahan kepemimpinan secara reguler 
melalui suatu mekanisme pemilihan yang berlangsung bebas, 
terbuka, dan melibatkan massa pemilih yang universal (tanpa 
pembedaan ras, agama, suku, dan gender). Bagi konsepsi 
maksimalis pelaksanaan pemilihan umum saja tidaklah cukup 
bagi suatu sistem politik untuk mendapatkan gelar demokrasi, 
karena konsepsi ini (yang di Indonesia lebih dikenal dengan 
peristilahan demokrasi substantif) mensyaratkan 
                                                 
6
 Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat 
Lokal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 292-294. 
 
7
 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 7-8. 
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penghormatan terhadap hak-hak sipil yang lebih luas dan 
penghargaan terhadap kaidah-kaidah pluralisme yang 
mendasar. 
Bila dilihat lebih jauh, kedua konsepsi tersebut 
menjadikan pemilihan umum sebagai prasyarat bagi 
demokrasi. Karenanya, sebuah rezim yang menjamin 
pluralitas dan hak-hak sipil tapi tidak melakukan pergantian 
kekuasaan secara reguler melalui pemilihan umum tidak 
dapat mengklaim dirinya sebagai sebuah demokrasi. 
Walaupun akhir-akhir ini terdapat serangkaian kritik terhadap 
pendapat yang mengedepankan prosedur demokrasi ini, 
posisi Pemilu tetap dipandang sentral dalam wacana 
demokrasi. 
Wacana konsolidasi kemudian menjadi pokok baru 
yang menarik dikaji. Bila digambarkan sebagai sebuah 
spektrum, konsolidasi akan mengentalkan warna demokrasi 
dari kategori minimalis yang berwarna muda menuju ke arah 
maksimalis yang berwarna lebih pekat. Kepentingan 
konsolidasi biasanya kerap diterapkan pada negara-negara 
yang baru saja meninggalkan otoritarianisme menuju ke 
demokrasi.
8
 Tatkala negara-negara ini menempuh jalan 
panjang ke arah demokrasi, langkah pertama yang lazim 
ditempuh adalah langkah-langkah minimalis, seperti 
menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka, bebas dan 
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 Ibid, hlm. 8. 
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adil, dan pemberian hak-hak politik dasar kepada seluruh 
warga negara tanpa perkecualian yang didasarkan pada ras, 
agama, dan gender. Untuk menuju ke arah demokrasi 
maksimalis, konsolidasi demokrasilah jalannya. Penerapan 
konsolidasi hanya pada negara-negara demokrasi baru 
sebenarnya agak salah kaprah karena demokrasi 
sesungguhnya adalah sebuah proses yang tak henti. Sebuah 
politas yang demokrasinya dipandang telah terkonsolidasi 
dapat saja mengalami arus balik yang membahayakan posisi 
si demokrasi itu sendiri. Hal ini terlihat nyata terjadi bukan 
hanya di Indonesia, demokrasi maksimalis (subtantif) 
ternyata belum juga terwujud bahkan di Amerika Serikat 
sebagai pencetus konsep demokrasi kontemporer. 
Hal seperti ini tentu tidak bertujuan menimbulkan 
pesimistis bagi negara mana saja yang hendak menerapkan 
sistem demokrasi, dimana rakyat menjadi pemegang 
kedaulatan penuh, dan tujuan mulia yang ada di dalam 
konsep demokrasi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, 
masyarakat madani, atau yang populer juga dengan istilah 
civil society.
9
 Di Indonesia sendiri, pengakhiran rezim yang 
menerapkan sistem selain demokrasi berakhir manis dengan 
penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, bahwa dalam 
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 A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia 
dan Masyarakat Madani, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The 
Asia Foendation, 2006, hlm. 302. 
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konsep demokrasi tidak dapat dipandang obyektif dengan 
satu rumusan baku, melainkan substansi sistem demokrasilah 
yang hendak diwujudkan. 
Sejauh ini, pemilu bagi Indonesia menjadi satu pesta 
rakyat untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang 
dijalankan, atau paling tidak sebagai perbaikan bagi elit 
pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Sistem 
pemerintahan demokratis yang meletakkan Pemilu sebagai 
salah satu elemen pokok dalam pemilihan kepala 
pemerintahan, menjadi cacatan penting dan menarik untuk 
terus diikuti. Pengaturannya yang sering berubah-ubah 
memberi kesan bahwa konsep demokrasi klasik juga harus 
ditinjau kembali ketika hendak diterapkan di suatu negara.
10
 
Dengan kata lain, terdapat hal-hal yang tidak sesuai untuk 
diterapkan di suatu negara, walaupun hal itu telah populer 
penerapannya di banyak negara lain. Realita menunjukkan 
bahwa Pemilu yang telah sembilan kali dilaksanakan di 
Indonesia, mengalami perubahan dan pengembangan subtansi 
konsep dari sebelumnya. Pada masa Orde Lama dan Orde 
Baru, penyusunan ”aturan main” dalam pelaksanaan pemilu, 
dominan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan 
penguasa. Termasuk pemanfaatan partai politik sebagai salah 
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 Baca dalam Sufriadi, Demokrasi, makalah diskusi internal Ikatan 






 Maka, tidak heran ketika mengamati UU 
Pemilu dan UU perpolitikan lainnya, pada masa Orde Baru 
dan Orde Lama, dengan mudah dapat ditemukan pasal-pasal 
”miring”, karena memang sengaja dikonstruksi demikian oleh 
penguasa pada saat itu.
12
 
Berakhirnya periode Orde Baru dan terbukanya pintu 
gerbang reformasi ditandai dengan perombakan fundamental 
sistem politik dalam penyelenggaraan negara. Gerakan 
reformasi tampaknya telah menghadirkan perubahan yang 
cukup signifikan. Di antara yang paling menonjol adalah 
perombakan undang-undang kepartaian yang memberikan 
peluang bagi warga negara untuk mendirikan partai politik.
13
 
Selain dalam hal kepartaian, undang-undang pemilu sebagai 
salah satu jalur penciptaan negara demokratis juga direvisi 
total ketika masuk masa reformasi. Sebagaimana undang-
undang kepartaian, diterbitkannya undang-undang pemilu 
pada tahun 1999 sampai dengan diperaharuinya undang-
undang pemilu tahun 2017 juga otomatis disambut gembira 
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masyarakat Indonesia, karena pemilu yang akan dilaksanakan 
selanjutnya (paling tidak), sudah tidak dapat lagi dimonopoli 
oleh kalangan tertentu pada era reformasi ini. 
Adapun dalam perjalanannya, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang muncul 
pertama pasca berakhirnya rezim Orde Baru, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 
tentang Pemilihan Umum ini kembali disempurnakan dengan 
penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. 
Penerbitan itu tepat ketika Pemilu tahun 2004 mulai gencar 
dikampanyekan. Selanjutnya undang-undang tersebut 
disempurnakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2008. Kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dan yang terakhir 
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 yang mana udang-undang ini dijadikan rujukan 
peraturan pemilu tahun 2019, sehingga dalam rangka 
mewujudkan sistem demokrasi ”ala Indonesia” yang lebih 
teratur, maka aturan tersebut mesti selalu disesuaikan dengan 
kondisi up to date di masyarakat. 
 Secara umum, setiap penyempurnaan aturan tentang 
penyelenggaraan Pemilu, arah penyempurnaan tidak pernah 
lepas jauh dari delapan itu. Namun, arah penyempurnaan 
penataan partai politik sebagai peserta pemilu tampaknya 
11 
 
mendapat porsi terbesar dalam wacana perdebatan para elit. 
Penentuan ketentuan partai politik sebagai peserta dalam 
pemilu (electoral threshold), salah satu isu yang masuk 
dalam lingkaran ini, di satu sisi dinilai sebagai konsekuensi 
logis dan objektif dalam rangka menyelenggarakan sistem 
multi-partai sederhana, bertujuan untuk memperkuat basis-
basis partai politik, menertibkan jumlah partai agar tidak 
membludak dan mengganggu penyelenggaraan negara yang 
demokratis, dan alasan lainnya. Namun di sisi lain, 
pembatasan jumlah partai justru dinilai sebagai pelanggaran 
terhadap konstitusi yang menjamin hak dasar seseorang 
dalam membentuk partai. Dalam banyak pemberitaan, 
perdebatan seputar penentuan batas minimal yang harus 
dipenuhi parpol tersebut pada awal tahun 2018 telah 
menggiring perhatian publik untuk melihat panasnya 
pertarungan politik di gedung dewan. Konfigurasi politik 
dalam menentukan persentase peserta pemilu 2019 bagi 
parpol ini menunjukkan keseimbangan kekuatan politik yang 
bermain. Jika merujuk pada konsep Moh. Mahfud MD yang 
menyatakan bahwa hukum ditentukan oleh (konfigurasi) 
politik ketika pembentukan hukum dilakukan, maka suasana 
semacam pembentukan UU Pemilu seharusnya melahirkan 
hukum yang responsif. Produk hukum yang responsif 
menyimpulkan hukum terlahir dengan segenap aspirasi dan 
12 
 
kebutuhan rakyat tercantum di dalamnya.
14
 Tapi ternyata 
hasil yang telah ditetapkan itu tidak sedikit mendapat 
kecaman dari banyak kalangan. 
 Setiap periode pemerintahan memiliki tatanan hukum 
dan model pemerintahannya sendiri, sejak Orde Lama hingga 
pasca Reformasi seperti saat ini. Regulasi peraturan, 
kebijakan dan sistem pemerintahan tidak akan pernah terlepas 
dari situasi politik dan hukum yang ada di negara ini, 
meskipun sejatinya politik juga bergantung terhadap produk 
hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini lah yang dimaksud 
oleh Mahfud MD dalam buku Konfigurasi Politik Hukum di 
Indonesia, bahwa politik determinan terhadap hukum, dan 
hukum determinan terhadap politik. Artinya, keduanya saling 
ketergantungan dan berpengaruh dalam penerapannya. 
 Di sisi lain konfigurasi politik adalah kekuatan-
kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem 
politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambar dalam 
wujud partai-partai politik. Bila partai-partai politik ini 
berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku 
dalam mengambil kebijakan (keputusan) seperti 
pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka 
disebutkan konfigurasi politik seperti ini tergolong pada 
konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan jika partai 
                                                 
14
 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Yogyakarta, UII 
Press, 1998, hlm. 13-23. 
13 
 
politik yang ada tidak dapat berperan dalam menentukan 
keputusan atau menentukan kebijakan itu, maka konfigurasi 
politik macam ini disebut non-demokratis.
15
 
 Hukum dan politik merupakan subsistem dalam 
sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi 
tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara 
keseluruhan dalam konteks kenegaraan. Secara garis besar, 
hukum berfungsi melakukan social control, dispute 
settlement dan social engeneering atau inovation. Sedangkan 
fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi 
(socialization dan recruitment), konversi (rule making, rule 
aplication, rule adjudication, interest articulation dan 
aggregation) dan fungsi kapabilitas (regulative extractif, 
distributive dan responsive). Sementara politik berfungsi 
untuk menciptakan suatu interaksi (saling mempengaruhi) 
antara bentuk struktur atau lembaga dalam masyarakat 
yang keseluruhannya (supra dan infra struktur) merupakan 
struktur politik yang masing-masing melaksanakan fungsi 
“in-put” dan “out-put”. Terkait hal ini, Miriam Budiardjo 
mendefinisikan politik dengan berbagai macam kegiatan 
dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses 
penentuan tujuan-tujuan dari sistem (negara) dan bagaimana 
melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari sini, politik akan selalu 
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menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public 
goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals).
16
 
 Dengan fungsi hukum dan politik yang demikianlah, 
dalam pembuatan suatu aturan (hukum) selalu dituntut 
kontribusi moralitas mulia bagi para pihak yang secara 
langsung terlibat di dalamnya.
17
 Sebab walau bagaimanapun, 
perjalanan perpolitikan dan bagus atau buruk realisasinya di 
masyarakat, hukum yang telah terbentuk itu lebih dominan 
menentukannya. 
Sementara Electoral Threshold (ET) dalam kancah 
pembahasan ilmu hukum terbilang jarang ditemukan, terlebih 
pengkajian yang mendalam tentangnya. Materi ini banyak 
dikaji oleh mereka yang bergelut dengan ilmu politik, sesuai 
bidang yang dikaji di dalamnya. Bahkan, dalam referensi 
ilmu politik pun, kajian mengenai materi ini terlihat kurang 
dan jarang ditemui menjadi satu bab khusus pembahasan 
tentangnya. Hal ini disebabkan (paling tidak) karena materi 
ini bersifat musiman (temporer), dengan arti kata, baru akan 
dibicarakan panjang lebar dan “diributkan” ketika 
pembahasan revisi UU Pemilu yang biasanya dilakukan 
kurang lebih lima tahun sekali menjelang Pemilu. Selain itu, 
                                                 
16
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, 
Cet. XIV. hlm. 53. 
 
17
 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta, Bumi Aksara, 
2006, hlm. 45-55. 
15 
 




Secara definitif, istilah ET dapat diartikan dengan 
ambang batas perolehan kursi dari partai politik untuk dapat 
menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya. ET dalam 
hal ini menjadi salah satu syarat (ketentuan) bagi partai 
politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Dengan 
kata lain, satu partai politik baru dapat mengikuti pemilu 
berikutnya jika pada pemilu sebelumnya dapat memenuhi 
ketentuan (persentase) suara pemilih yang telah ditentukan 
dalam UU Pemilu terbaru itu.  
Dalam perjalanannya, istilah ini sering dibandingkan 
dengan istilah Parliamentary Threshold (PT)  yang tidak 
jarang juga menimbulkan kebingungan bagi banyak orang, 
termasuk kalangan akademisi. PT sendiri dapat diartikan 
dengan ambang batas bagi partai politik untuk dapat 
mendudukkan anggotanya di parlemen (DPR).  
Kedua konsep pembatasan (penyederhanaan) terhadap 
partai politik ini sering disalahpahami dalam hal prakteknya. 
Dalam penerapannya di Indonesia, ET sering dipersepsikan 
sebagai penerapan konsep PT, sebab hasil akhir yang 
diciptakan sama, yaitu partai politik tidak dapat 
mendudukkan wakilnya di parlemen karena tidak dapat 
memenuhi persentase yang telah ditentukan. ET, sejatinya 
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adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk 
memperoleh kursi (wakil) di  parlemen. Maksudnya, agar 
orang atau partai itu mampu menjalankan fungsinya sebagai 
wakil karena mendapat kekuatan memadai di lembaga 
perwakilan. Namun, di Indonesia, threshold dimaknai 
berbeda, yakni batas minimal perolehan suara suatu partai 
untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. 
Namun, yang jelas, perbedaan antara kedua konsep 
tersebut terletak pada eksistensi keberadaan partai politik 
yang tidak mampu memenuhi prosentase yang ditentukan itu. 
Pada PT, partai politik yang tidak mencapai jumlah wakil 
tertentu, maka wakil partai tersebut tidak dapat duduk di 
parlemen. Tetapi partainya tetap bisa mengikuti pemilu 
mendatang tanpa harus mengganti identitas. Sementara dalam 
konsep ET, partai politik yang tidak memenuhi persentase 
yang ditentukan maka partai tersebut tidak dapat duduk di 
parlemen, partai itu juga harus mengganti identitas partai atau 
bergabung dengan partai lainnya (koalisi) sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Pemilu yang berlaku. 
Inilah kemudian yang menjadi latar belakang 
penelitian ini dilakukan. Penelitian yang berjudul 
“KONFIGURASI POLITIK DALAM PENENTUAN 
ELECTORAL TRHESHOLD DALAM UU NO. 7 TAHUN 
2017 TENTANG PEMILU”ini akan diarahkan pada 
penelurusan terhadap penentuan electoral trheshold terkait 
17 
 
dengan pertarungan (konfigurasi) politik antar para elit di 
gedung dewan. Terkait dengan banyaknya penolakan 
terhadap persentase yang ditentukan, menjadikan penelitian 
ini juga akan menelusuri apakah penetapan persentase itu 
sesuai dengan perjalanan demokrasi yang diterapkan di 
Indonesia. 
B. Rumusan Masalah 
Masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini 
adalah bagaimana konfigurasi politik dalam penentuan 
Electoral Trhesold  dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan 
konfigurasi politik dalam penentuan Electoral Thresold 
dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
D. Telaah Pustaka 
Atas dasar pencarian refrensi dari beberapa penelitian 
dan pembahasan yang telah penyusun lakukan sebelumnya, 
penyusun mendapatkan beberapa karya tulis mengenai 
Electoral Trhesold yang bisa dijadikan refrensi untuk 
menyusun tulisan ini. Tetapi penyusun menjumpai adanya 
beberapa dari refrensi tersebut kemiripan dan perbedaan 
tentang judaul yang penyusun bahas. Oleh karena itu 
penyusun telah melakukan telaah pustaka terkait penelitian-
penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya kesamaan 
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penelitian dan dapat menjadi sumber referensi dalam 
pembahasan yang penyusun teliti ini. Penelitian yang menjadi 
telaah pustaka antara lain: 
Skripsi yang ditulis oleh Khalim Rozikin, tahun 2004 
dengan judul “ Proses Demokratisasi Dalam Sistem Pemilu 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang 
Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Sar’iyyah”. Inti 
pembahasan dari skripsi ini adalah mengkritisi tentang sistem 
proporsional terbuka pasal 6 Undang-Undang pemilu tahun 
2003. Sedangkan penelitian yang penyusun teliti lebih ke 
arah berkurang atau tidaknya esensi demokrasi di indonesia 
dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
19
 
Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rajab Ulumando, 
tahun 2014 yang berjudul “ Urgensi Parlamentary Thresold 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD Terhadap 
Sistem Pemerintahan Presidensial”. Skripsi ini membahas 
tentang konsep Parlemantary Thresold terhadap sistem 
pemerintahan presidensial di indonesia. Akan tetapi penyusun 
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lebih menyoroti ke arah Electoral Thresold dalam 
perkembangan demokrasi di Indonesia.
20
 
Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hakim tahun 2017, 
yang berjudul “Penyederhanaan Sistem Multi Partai Dalam 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi ini membahas 
tentang  konsep penyederhanaan partai politik dalam undang-
undang No.7 tahun 2017 dalam perspektif siyasah syar’iyyah 
sesuai dengan prinsip siyasah syar’iyyah berupaya 
memperkuat partai politik yang berusaha ingin masuk ke 




Skripsi yang ditulis oleh Faizi Zain tahun 2018, yang 
berjudul “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
(Studi Pendaftaran Partai Politik dalam  Peserta Pemilu  
tahun 2019”. Skripsi ini membahas tentang Penyelasaian 
sengketa proses pemilu dalam undang-undang No.7 Tahun 
2017 tentang pemilihan umum mengenai pendaftaran partai 
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 Abdul Hakim, “Penyederhanaan Sistem Multi Partai Dalam 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam 
Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017. 
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politik dalam peserta pemilu 2019 untuk mengetahui 




Jurnal yang ditulis oleh Ayon Diniyanto tahun 2018, 
yang berjudul “Mengukur Dampak Penerapan Presidensial 
Thresold di Pemilu Serentak Tahun 2019”. Jurnal ini 
mengkaji tentang apakah pengaturan Presidensial Thresold  
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 




E. Kerangka Teoritik 
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori 
sebagai berikut: 
1. Negara Hukum 
Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori 
negara hukum. Negara indonesia adalah negara hukum 
sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “ 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal tersebut 
bermakna bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum 
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(Rechtsstaat), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan 
negara harus berlandaskan hukum. Di sisi lain, hal tersebut 
juga memiliki arti bahwa Negara Indonesia bukan negara 
berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).
24
 Karena 
Indonesia adalah negara hukum, maka setiap kebijakan 
politik harus berdasarkan hukum yang mengatur. 
Menurut Satjipto Raharjo, prinsip negara hukum 
merupakan prinsip induk dari asas legalitas. Oleh karena itu, 
konsep negara hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu 
yang jatuh dari langit begitu saja, melainkan ia lahir dari 
suatu falsafah komunitas sosial kultural.
25
 
Secara teori, pemikiran negara hukum dimulai sejak 
plato, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang 
baik adalah berdasarkan atas peraturan yang baik. Ia 
menyebutnya sebaga nomoi.
26
 Menurut Frederich Julius Stahl 
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a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia 
(grondrechten) 
b. Adanya pembagian kekuasaan (scheiding van 
machten) 
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peratura hukum 
(wet metigheid an het berstuur). 
2. Demokrasi 
Demokrasi sejauh ini masih diyakini menjadi sistem 
terbaik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini 
dibuktikan dengan diterapkannya sistem demokrasi ini di 
sebagian besar negara di dunia, sehingga banyak pakar yang 
membahas tetang demokrasi. 
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi 
pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan 
ketentuan dalam masala-masalah pokok mengenai 
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, 




Mahfud MD dalam bukunya Pilar-Pilar Demokrasi 
menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem politik 
yang tak bisa dipisahkan dari hukum, dia mengibaratkan 
keduanya antara demokrasi dan hukum seperti dua sisi mata 
uang. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan 
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baik bahkan dapat menimbulkan anarki, sebaliknya hukum 




Sebagaimana yang telah penyusun singgung pada 
latar belakang masalah di atas, bahwa demokrasi memiliki 
dua elemen penting yaitu pemilihan umum dan partai politik. 
Dalam sistem demokrasi pemilihan umum sangat 
penting diselenggarakan secara berkala dikarenakan ada 
beberapa sebab: 
Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai 
berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 
dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka 
waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat 
berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. 
Kedua, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu 
ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat 
dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional 
ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena 
faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal 
manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat 
rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan 
jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, 
terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, 
                                                 
29
 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, 




belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua 
mereka sendiri. Lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu 
diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya 




3. Politik Hukum 
Selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori Politik Hukum. Politik hukum merupakan suatu 
kajian dalam bidang ilmu hukum yang terdiri dari dua 
disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. 
Sebagaimana yang dimaksud oleh Mahfud MD, politik 
hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi 
tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan 
pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum 
lama, dalam rangkan mencapai tujuan negara.
31
 
Dengan sudut pandang yang lain, kajian tentang 
hubungan kausalitas antara antara politik dan hukum sebagai 
sub sistem kemasyarakatan disebut-sebut, bahwa hukum 
sebagai produk politik. Dari pendekatan empirik, hal itu 
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merupakan suatu aksioma yang tak dapat diitawar lagi. Tetapi 
ada juga para pakar hukum yang lebih percaya dengan 
semacam mitos bahwa politiklah yang harus tunduk pada 
aturan hukum. Inipun, sebagai das sollen, tak dapat 
disalahkan begitu saja. Bahwa hukum adalah produk politik 
sehingga keadaan politik tetentu akan melahirkan hukum 
dengan karakter tertentu pula. kritik umum yang terlontar atas 
praktik hukum di Indonesia, terutama oleh kaum 
deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. 
Fakta ini tentunya bisa dipahami, jikalau kita 
mengungkapkan sejumlah pelanggaraan dalam 
penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial 
dengan mengatasnamakan hukum. Lihat saja bagaimana 
fenomena yang ditunjukkan oleh pemerintahan Orde Lama 
dan Orde Baru dalam beberapa tahun menjalankan 






Selain politik hukum, teori dalam penelitian ini juga 




a. Suprasturuktur Politik 
Dalam sistem politik dikena dengan yang namanya 
suprastruktur politik, banyak tokoh-tokoh ilmu pengetauan 
khususnya dalam bidang politik mendefinisikan menganai 
suprastruktur politik. Tetapi menurut Miriam Budiardjo, 
suprastruktur merupakan bagian yang saling berkaitan 
dengan dengan tingkatan teratas dalam sebuah kelembagaan 
menjadi satu kesatuan. 
Suprastruktur merupakan juga disebut sebagai mesin 
politik resmi (lembaga pembuat keputusan politik yang sah). 
Sistem politik ini sangat dibutuh agar pelaksanaan proses 
bernegara bisa berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. 
Karena suprastruktur politik dapat membentuk regulasi yang 
mengatur negara berupa kebijakan publik. 
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b. Infrastruktur Politik 
Dalam siklus sistem politik dikenal dengan suatu 
rangkaian dan tindakan para pelaku politik untuk menentukan 
dan merumuskan, serta mengimplementasikan kebijakan 
publik. Kebijakan publik ini adalah output dari proses politik 
setelah mengkaji dan menerima masukan dari aspirator. 
Adapun pengertian dari infrastruktur politik adalah 
segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga 
kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat 
mempengaruhi, baik langsung atau tidak angsung lembaga-
lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta 
kekuasaannya masing-masing. Lembaga-lembaga 
kemasyarakatan yang dimaksud adalah lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (Ormas), 
partai politik, media massa, interest group¸tokoh politik dan 
lain-lain yang bergerak secara independen. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 




                                                 
 
33
 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 
Penerbit Rajawali, 1985, hlm. 15. 
28 
 
2. Objek penelitian 
Objek yang akan dipecahkan dalam penelitian ini 
adalah konfigurasi politik dalam penentuan aturan tentang 
electoral threshold sebagai salah satu syarat persyaratan 
partai politik lolos sebagai peserta pemilu 2019 melalui UU 
No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 
3. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder 
berupa bahan hukum yang terdiri atas: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok berupa 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
dan aturan perundang-undangan yang berkaitan. 
b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, jurnal, artikel 
dan literatur lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas. 









4. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan 
yaitu: 
a. Pendekatan Yuridis-Politis, yaitu penelitian dengan 
mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan dari 
pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.  
b. Pendekatan politis, yaitu pendekatan dengan 
menganalisis berbagai kepentingan yang didapatkan 
berbagai pihak dari penetapan suatu aturan, dalam hal ini 
adalah aturan tentang electoral threshold dalam UU No. 
7 tahun 2017 tentang Pemilu. 
5. Analisis Bahan Hukum 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, Yaitu, data yang diperoleh disajikan 
secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content 
analysis) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta 
secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami 
dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan 
selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat 
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G. Sistematika Penelitian 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 
lima bab. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 
Pada Bab Satu berisi tentang Pendahuluan yang 
mencakup tentang latar belakang masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka 
Teoritik, Metode Penelitian dan yang terakhir memuat 
tentang Sistematika Pembahasan. 
Pada Bab Dua penyusun membahas mengenai 
Pemilihan Umum Sebagai Demokrasi di Indonesia, 
Pengertian dan Perkembangan Demokrasi, Elemen-Elemen 
Demokrasi, Tinjauan Umum Demokrasi di Indonesia dan 
Pemilihan Umum. 
Pada Bab Tiga ini dibahas tentang Partai Politik, 
Partai Politik Pasca Amandemen, Infrastruktur Politik, 
Konfigurasi Politik pada masa Orde Lama, Orde Baru dan 
Pasca Reformasi. 
Pada Bab Empat merupakan inti dari penelitian ini, 
yang mana akan menganalisis Konfigurasi Politik dalam 
Penentuan Electoral Trhesold dalam Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Regulasi Politik 
Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum. 
Terakhir pada Bab Lima merupakan bab penutup, 






Kajian terhadap Konfigurasi Politik Penentuan 
electoral trheshold  dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai 
berikut: 
Konfigurasi politik dalam penentuan aturan electoral 
threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu berdasarkan pada pembahasan panjang 
melalui fraksi partai politik yang ada di parlemen, dengan 
metode diskusi, kerjasama politik, dan kesamaan dalam 
memandang politik di Indonesia. Meski demikian, 
pengaturan electoral threshold dalam UU tersebut tidak 
terlepas dari bahan kritik karena dianggap merugikan partai-
partai yang tidak memiliki wakil di parlemen. 
Artinya partai yang memiliki kursi dominan secara 
otomatis juga memiliki suara dominan di dalam menentukan 
kebijakan di negara ini, dan sebaliknya partai yang memiliki 
suara minim di parlemen atau bahkan tidak sama sekali akan 
dirugikan oleh sistem pemilu kita saat ini. Misalnya, dalam 
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penentuan persentase electoral threshold pertama kali 
diusulkan oleh F-PDIP sebesar 4%. 
Akhirnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu, disepakati ambang batas pada Pemilu 
2019 sebesar 4%, persentase ini juga menentukan 
keikutsertaan partai pada pemilu selanjutnya. Sederhananya, 
konsekuensi yang diberikan dengan adanya penetapan 
ambang batas tersebut adalah, setiap partai yang tidak 
dinyatakan lolos parlemen, maka dalam pemilu selanjutnya 
dapat mengikuti pemilu dengan catatan berstatus seperti 
partai baru sebagaimana persyaratannya diatur dalam 
undang-undang pemilu dan peraturan KPU. 
Adapun kekurangan dan kelebihan electoral threshold  
secara umum dapat meningkatkan partisispasi masyarakat 
dalam memilih calon pemimpinnya, disebabkan oleh 
tingginya persentase yang ditentukan oleh undang-undang, 
maka secara otomatis parpol juga akan berlomba-lomba 
mendula suara masyarakat. Sedangkan kekurangan dari 
electoral threshold Penerapan electoral threshold tidak 
memiliki konsenuensi yang ketat, sebab partai yang tidak 
lolos ambang batas masih bisa mengikuti pemilu selanjutnya 





 Dengan delakukannya penelitian ini penyusun 
memandang perlunya memberikan saran yang 
membangun, yang mana dengan saran ini penyusun 
harapkan dapat menjadi pertimbangan di DPR untuk 
merumuskan dan menerapkan electoral threshold di 
Indonesia. 
Terlepas dari kebutuhan yang mendesak dengan 
munculnya banyak partai ketika masa transisi menuju 
reformasi, sistem penyelenggaraan negara di Indonesia 
telah teridentifikasi salah kaprah ketika menyandingkan 
sistem presidensial dengan sistem multipartai sejak 
masa reformasi. Oleh karenanya, Dewan Perwailan 
Rakyat (DPR) selaku selaku lembaga yang memiliki 
kebijakan dalam merumuskan undang-undang, ke depan 
melakukan pembenahan terhadap sistem eletoral 
threshold. Salah satunya dengan penerapan electoral 
threshold yang lebih tegas dan memiliki konsekuensi 





Penyederhanaan partai melalui electoral 
ehreshold, meskipun urgen, harus dilakukan secara soft 
untuk menjamin sistem demokrasi yang tetap menjadi 
ukuran pembenaran dalam pembentukan aturan dengan 
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